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BAB 111

PENUTUP

A. Kesimpulan:
Setelah dilakukan pembahasan mengenai upaya kepolisian dalam
mengungkap penipuan yang menggunakan sarana telepon seluler sejalan
dengan perkembangan teknologi informasi, maka dapat ditarik kesimpulan
sebagai berikut:
1. Upaya upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian di dalam mengungkap
penipuan yang menggunakan sarana telepon seluler, adalah sebagai berikut:
a. Upaya Preventif, yaitu meliputi rangkaian kegiatan yang dilakukan
dalam rangka mencegah secara langsung terjadinya kasus kejahatan
agar tindak pidana tersebut tidak terulang lagi. Upaya tersebut meliputi:
1) Melakukan himbauan kepada masyarakat
2) Bekerjasama dengan operator seluler

b. Upaya Represif, yaitu meliputi rangkaian kegiatan penindakan yang
ditujukan ke arah pengungkapan terhadap semua kasus kejahatan yang
terjadi. Upaya ini dilakukan dengan cara melakukan penyelidikan.
Tetapi di dalam kasus penipuan dengan menggunakan sarana telepon
seluler ini, polisi masih belum mampu untuk mengungkapnya. Padahal
di sekitar tahun 2000an banyak sekali kasus kasus seperti ini, dan
hingga sekarang walaupun intensitasnya sudah mulai berkurang namun

tetap saja pihak kepolisian masih belum mampu untuk mengungkap
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kasus penipuan yang menggunakan telepon seluler. Korban penipuan
hanya bisa melaporkan kejadian tersebut kepada polisi tanpa ada tindak
lanjut dari pihak kepolisian.

2. Disamping upaya upaya pencegahan dan penanggulangan tindak kejahatan
penipuan dengan menggunakan sarana telepon seluler, polisi di dalam
melakukan tugas tugasnya mengalami berbagai kendala, yaitu:

a. Nomor telepon seluler pelaku penipuan yang sudah tidak aktif lagi

b. Pemilik nomor rekening sudah tidak aktif lagi

c. Antara korban dengan pelaku penipuan tidak saling bertemu

d. Apabila penipuan itu dilakukan oleh orang dalam dari operator seluler
tersebut maka pihak kepolisian juga masih kesulitan di dalam
mengungkapnya.

e. Sarana dan prasarana yang kurang memadai apabila dibandingkan
dengan intensitas terjadinya kasus kejahatan penipuan. meliputi:
1) Jumlah personel kepolisian yang kurang
2) Rendahnya sumber daya manusia dari aparat kepolisian
3) Sarana dan peralatan yang belum memadai
4) Perangkat perundang undangan yang akan diterapkan kepada pelaku

penipuan telepon seluler.

f. Masth rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat

B. Saran
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. Pihak Kepolisian melakukan himbauan kepada masyarakat agar jangan
mudah terpancing dengan modus modus penipuan yang menggunakan
iming iming hadiah. Misalnya dengan cara bekerjasama dengan operator
seluler, pemasangan spanduk di tempat tempat yang strategis maupun
dengan pemasangan iklan di media cetak maupun elektronik.

. Dengan perkembangan teknologi informasi maka polisi dituntut untuk
meningkatkan SDM yang dimilikinya. Tidak hanya berkisar kepada
bagaimana menangkap pelaku kejahatan biasa tetapi juga pelaku kejahatan
di bidang teknologi informasi. Misalnya terdapat unit unit khusus yang
menangani kejahatan berteknologi, diadakan pelatihan pelatihan bagi
polisi di dalam menangani kejahatan yang berbasis teknologi.

. Meningkatkan sarana dan peralatan yang dimiliki oleh pihak kepolisian
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